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Abstract : 

This study aims to analyzes the position of pesantren 
in the national education system based on Law No. 18 
of 2019, focusing on Formal Diniyyah Education (PDF) 
and Mu’adalah Education. As religious-based 
institutions, pesantren play a strategic role in human 
resource development. The 2019 Pesantren Law grants 
them official recognition within the national education 
system. Using a qualitative descriptive-analytical 
approach, this study reviews policy documents, 
academic literature, and research reports. Findings 
show that the law provides a strong legal basis for 
pesantren, recognizing PDF and Mu’adalah as 
equivalent to formal education. However, challenges 
remain in accreditation, curriculum standardization, 
and institutional management. The study concludes 
that integrating pesantren into the national system is a 
progressive step, but stronger government support in 
regulation and funding is essential. Recommendations 
are given to policymakers and pesantren 
administrators to enhance the implementation of PDF 
and Mu’adalah in achieving national education goals. 
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1. Pendahuluan 
Pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam yang telah ada sejak lama, 

memiliki signifikansi yang mendalam dalam sejarah pendidikan di Indonesia. 
Sejak masa kolonial, pesantren berfungsi sebagai pusat pendidikan dan 
penyebaran nilai-nilai Islam, serta berperan aktif dalam perjuangan 
kemerdekaan Indonesia (Ningsih et al., 2023). Selain itu, pesantren juga 
berkontribusi dalam pembentukan karakter bangsa dengan menekankan 
pendidikan akhlak dan moral yang kuat (Syafe’i, 2017). Dalam konteks ini, 
pesantren tidak hanya berfungsi sebagai institusi pendidikan, tetapi juga 
sebagai agen perubahan sosial dan budaya yang berperan dalam membangun 
masyarakat yang beradab dan berpengetahuan (Safradji, 2020). 

Seiring dengan perkembangan zaman, pesantren telah beradaptasi 
dengan berbagai perubahan, termasuk dalam sistem pendidikan nasional. 
Pesantren kini mengintegrasikan kurikulum pendidikan umum dan agama, 
yang memungkinkan santri untuk mendapatkan pendidikan yang lebih 
komprehensif (Samudera, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pesantren tidak 
hanya terfokus pada pendidikan agama, tetapi juga memberikan perhatian 
pada pendidikan formal yang diakui oleh pemerintah (Sidiq, 2013). Dengan 
demikian, pesantren berperan penting dalam menciptakan generasi yang tidak 
hanya religius tetapi juga terdidik secara akademis. 

UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren merupakan langkah 
penting dalam pengakuan dan penguatan posisi pesantren dalam sistem 
pendidikan nasional. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi 
pengembangan pesantren, termasuk dalam hal kurikulum, pendanaan, dan 
pengelolaan (Dewi & Wajdi, 2023). Dengan adanya regulasi ini, pesantren 
diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam meningkatkan kualitas 
pendidikan dan memperkuat karakter bangsa (Zaman et al., 2022). Selain itu, 
UU ini juga menekankan pentingnya harmonisasi antara pendidikan Islam dan 
nilai-nilai kebangsaan, yang menjadi dasar bagi pendidikan di pesantren 
(Helmiyah et al., 2022). 

Pentingnya memahami integrasi pesantren dalam sistem pendidikan 
nasional tidak dapat dipisahkan dari peran strategis yang dimainkan oleh 
pesantren dalam membentuk karakter dan moralitas generasi muda. Pesantren 
memiliki potensi untuk menjadi mitra pemerintah dalam menciptakan 
pendidikan yang berkualitas dan berkarakter (Syafe’i, 2017). Dengan 
mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan ajaran Islam, pesantren dapat 
berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang toleran dan harmonis 
(Aksa & Hakim, 2023). Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang 
peran pesantren dalam pendidikan nasional sangat penting untuk mencapai 
tujuan pendidikan yang lebih luas. 

Pesantren juga berfungsi sebagai pusat pemberdayaan ekonomi 
masyarakat. Dalam konteks ini, UU Nomor 18 Tahun 2019 memberikan 
peluang bagi pesantren untuk mengembangkan kegiatan ekonomi yang dapat 
mendukung keberlanjutan lembaga tersebut (Iqbal Irfany, 2022). Pesantren 
yang  mandiri  secara  ekonomi  dapat  lebih  fokus  pada  pengembangan 
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pendidikan dan karakter santri, serta berkontribusi pada pembangunan 
ekonomi lokal (Fauroni, 2019). Dengan demikian, integrasi antara pendidikan 
dan ekonomi di pesantren dapat menciptakan sinergi yang positif bagi 
masyarakat. 

Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi, pesantren 
perlu melakukan transformasi organisasi dan budaya untuk tetap relevan 
(Prasetyo, 2022). Hal ini mencakup pengembangan kurikulum yang lebih 
modern dan adaptif, serta peningkatan kualitas pengajaran (Maksum, 2016). 
Pesantren yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman akan lebih 
mampu menarik minat masyarakat dan memenuhi kebutuhan pendidikan 
yang beragam (Purwanti et al., 2023). Oleh karena itu, penting bagi pesantren 
untuk terus melakukan inovasi dan pembaruan dalam sistem pendidikan yang 
mereka tawarkan. 

Selain itu, pesantren juga memiliki peran penting dalam menjaga nilai- 
nilai sosial dan budaya masyarakat. Dengan mengajarkan toleransi dan 
kerukunan antarumat beragama, pesantren dapat menjadi garda terdepan 
dalam mempromosikan perdamaian dan harmoni di masyarakat (Aksa & 
Hakim, 2023). Pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur ini sangat 
penting dalam konteks Indonesia yang multikultural dan multireligius, 
sehingga pesantren dapat berkontribusi pada stabilitas sosial dan politik di 
negara ini (Zaman et al., 2022). 

Akhirnya, keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang telah 
berakar kuat dalam masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa pesantren 
memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam pembangunan pendidikan 
nasional. Dengan dukungan regulasi yang tepat dan pemahaman yang 
mendalam tentang peran dan fungsi pesantren, diharapkan pesantren dapat 
terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan 
bangsa (Wajdi & Nur Aulia, 2019). 

Riset ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam posisi 
pesantren dalam sistem pendidikan nasional berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 
2019 tentang Pesantren. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan 
mengevaluasi peran pesantren sebagai institusi pendidikan yang diakui secara 
hukum, khususnya melalui Pendidikan Diniyyah Formal (PDF) dan 
Pendidikan Mu’adalah, yang keduanya memiliki kontribusi penting dalam 
mendukung kerangka pendidikan nasional. Selain itu, penelitian ini berusaha 
untuk memahami bagaimana kebijakan ini diimplementasikan dan tantangan 
apa saja yang dihadapi dalam proses integrasi pesantren ke dalam sistem 
pendidikan nasional. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat 
memberikan wawasan yang komprehensif tentang relevansi UU Pesantren 
2019 dalam memperkuat peran pesantren, serta memberikan rekomendasi 
yang bermanfaat bagi pembuat kebijakan dan pengelola pesantren. 

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan 
kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengeksplorasi dan memahami secara mendalam bagaimana pesantren, 
melalui kerangka UU Nomor 18 Tahun 2019, berkontribusi dalam sistem 
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pendidikan nasional, khususnya melalui Pendidikan Diniyyah Formal (PDF) 
dan Pendidikan Mu’adalah. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi 
pustaka (library research), di mana berbagai sumber dokumen, seperti UU 
Pesantren 2019, peraturan pemerintah terkait, dokumen pendidikan pesantren, 
dan literatur ilmiah lainnya, dianalisis untuk memperoleh informasi yang 
relevan. Selain itu, data sekunder diperoleh dari artikel jurnal, buku, dan 
laporan penelitian yang membahas sistem pendidikan pesantren, Pendidikan 
Diniyyah Formal, dan Pendidikan Mu’adalah. Analisis data dilakukan melalui 
pendekatan analisis isi (content analysis), yang bertujuan untuk memahami isi 
dan konteks dari dokumen dan literatur yang dikaji. Data yang diperoleh 
kemudian dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola, hubungan, 
dan makna yang mendalam terkait implementasi UU Pesantren 2019. 

Metode ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang 
holistik terhadap subjek penelitian serta memungkinkan peneliti untuk 
menggali berbagai aspek yang relevan, seperti konteks historis, kebijakan, dan 
tantangan yang dihadapi pesantren dalam integrasinya ke sistem pendidikan 
nasional. Hasil dari metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang 
komprehensif dan mendalam tentang peran pesantren dalam kerangka 
pendidikan nasional di Indonesia. 

 

2. Kajian Pendidikan dan Pesantren 

Pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional yang memiliki 
peran penting dalam sistem pendidikan di Indonesia. Definisi pesantren dapat 
dipahami sebagai institusi pendidikan yang mengajarkan ajaran agama Islam 
secara komprehensif, dengan tujuan membentuk karakter dan akhlak santri. 
Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai 
komunitas yang mengajarkan nilai-nilai moral dan sosial kepada santri (Asmar 
et al., 2023; Fachrian, 2021). Karakteristik pesantren mencakup sistem 
pendidikan yang berbasis pada pengajaran agama, pengembangan karakter, 
serta pembentukan komunitas yang saling mendukung dalam menjalankan 
ajaran Islam.(Bahri, 2019) Selain itu, pesantren juga dikenal dengan pendekatan 
pendidikan yang holistik, mengintegrasikan aspek spiritual, intelektual, dan 
sosial dalam proses pembelajaran (Qosim et al., 2022). 

Sejarah pesantren di Indonesia sangat panjang dan berakar pada tradisi 
Islam yang dibawa oleh para ulama. Sejak masa kolonial, pesantren telah 
berperan sebagai pusat pendidikan dan pergerakan sosial, berkontribusi dalam 
perjuangan kemerdekaan Indonesia (Qosim et al., 2022). Peran pesantren 
dalam pendidikan nasional tidak hanya terbatas pada pengajaran agama, tetapi 
juga mencakup pengembangan nilai-nilai kebangsaan dan karakter yang 
diperlukan dalam masyarakat (Asmar et al., 2023; Fachrian, 2021). Dalam 
konteks modern, pesantren menghadapi tantangan globalisasi, namun tetap 
berusaha mempertahankan nilai-nilai tradisional yang menjadi ciri khasnya 
(Bahri, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa pesantren memiliki kemampuan 
untuk beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan identitasnya. 
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UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan landasan 
hukum yang jelas bagi keberadaan pesantren dalam sistem pendidikan 
nasional. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek, mulai dari 
pengelolaan, pembiayaan, hingga akreditasi pesantren (Bahri, 2019). Struktur 
dan isi utama UU Pesantren mencakup pengakuan terhadap pesantren sebagai 
lembaga pendidikan yang setara dengan lembaga pendidikan formal lainnya, 
serta penekanan pada pentingnya pengembangan kurikulum yang sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat. Posisi hukum pesantren dalam sistem 
pendidikan nasional semakin diperkuat dengan adanya regulasi ini, yang 
memberikan jaminan bagi keberlangsungan dan pengembangan pesantren di 
Indonesia. 

Pendidikan Diniyyah Formal (PDF) merupakan salah satu bentuk 
pendidikan yang diterapkan di pesantren. Definisi PDF mencakup pendidikan 
agama yang diselenggarakan secara formal dengan kurikulum yang 
terstruktur dan terstandarisasi (Indarwati et al., 2023). Karakteristik PDF 
meliputi pengajaran yang sistematis, penggunaan metode yang bervariasi, 
serta penekanan pada pengembangan karakter santri. Implementasi PDF di 
pesantren juga menunjukkan hubungan yang erat dengan kurikulum 
pendidikan nasional, di mana kurikulum tersebut diadaptasi untuk memenuhi 
kebutuhan pendidikan agama dan karakter. Hal ini mencerminkan upaya 
pesantren untuk berkontribusi dalam menciptakan generasi yang tidak hanya 
berpengetahuan, tetapi juga berakhlak mulia. 

Pendidikan Mu’adalah, yang merupakan proses penyetaraan antar 
lembaga pendidikan, juga menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan 
pesantren. Pengertian Mu’adalah mencakup upaya untuk menyamakan 
standar pendidikan antara pesantren dan lembaga pendidikan formal lainnya. 
Keunikan Pendidikan Mu’adalah terletak pada pendekatan yang adil dan 
terbuka dalam penetapan standar pendidikan, sehingga santri dapat 
memperoleh pengakuan yang setara dengan pendidikan formal. Standarisasi 
dan akreditasi Pendidikan Mu’adalah menjadi penting untuk memastikan 
kualitas pendidikan yang diberikan di pesantren, serta untuk meningkatkan 
daya saing lulusan pesantren di pasar kerja (Indarwati et al., 2023). 

Dalam konteks pendidikan karakter, pesantren memiliki peran yang 
signifikan dalam membentuk akhlak dan moral santri. Pendidikan karakter di 
pesantren tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada 
pengembangan nilai-nilai moral dan etika. Melalui berbagai kegiatan, seperti 
pengajian, diskusi, dan praktik kehidupan sehari-hari, santri diajarkan untuk 
menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan mereka. Hal ini sejalan 
dengan tujuan pendidikan pesantren yang ingin menciptakan individu yang 
tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas dan 
tanggung jawab sosial (Arifin et al., 2023; Wahidin, 2017). 

Pesantren juga berperan dalam pengembangan masyarakat melalui 
berbagai program sosial dan ekonomi. Banyak pesantren yang 
mengimplementasikan program kewirausahaan untuk memberdayakan santri 
dan masyarakat sekitar (Fachrian, 2021). Dengan mengajarkan keterampilan 
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praktis dan manajemen usaha, pesantren berkontribusi dalam meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pesantren juga menjadi tempat bagi santri 
untuk belajar tentang kepemimpinan dan tanggung jawab sosial, yang 
merupakan bagian integral dari pendidikan karakter. 

Dalam menghadapi tantangan globalisasi, pesantren perlu beradaptasi 
dengan perkembangan zaman. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan 
mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Pesantren yang 
mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dapat 
meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan, serta memperluas akses 
santri terhadap sumber belajar yang lebih beragam (Bahri, 2019). Hal ini 
menunjukkan bahwa pesantren tidak hanya berperan sebagai lembaga 
pendidikan tradisional, tetapi juga sebagai institusi yang responsif terhadap 
perubahan zaman. 

Secara keseluruhan, pesantren memiliki peran yang sangat penting dalam 
pendidikan nasional Indonesia. Dengan karakteristik yang unik dan 
pendekatan yang holistik, pesantren mampu menciptakan generasi yang 
berakhlak mulia dan berpengetahuan (Bahri, 2019). Melalui berbagai regulasi 
dan program yang mendukung, pesantren diharapkan dapat terus 
berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik dan beradab. 
Dengan demikian, keberadaan pesantren dalam sistem pendidikan nasional 
tidak hanya diakui secara hukum, tetapi juga dihargai sebagai bagian integral 
dari budaya dan tradisi pendidikan di Indonesia. 

 

3. Pesantren dalam Perspektif Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 

Pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia, 
telah mendapatkan pengakuan formal dalam sistem pendidikan nasional 
melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. UU ini 
menegaskan bahwa pesantren merupakan bagian integral dari pendidikan 
nasional, yang memberikan keleluasaan bagi pesantren untuk 
mengembangkan kurikulum dan metode pengajaran yang sesuai dengan 
karakteristik mereka (Ghofarrozin & Janah, 2021; Samudera, 2023; Zibbat & 
Hariri, 2024). Dengan adanya pengakuan ini, pesantren tidak hanya berfungsi 
sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga sebagai institusi yang 
berkontribusi terhadap pembangunan pendidikan nasional secara 
keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren memiliki peran strategis 
dalam mencetak generasi yang beriman dan berilmu, serta mendukung nilai- 
nilai kebangsaan (Khoirurrijal et al., 2023; Zaman et al., 2022). 

Dampak dari kebijakan UU Pesantren sangat signifikan terhadap 
pengembangan kurikulum di pesantren. UU ini mendorong pesantren untuk 
mengikuti regulasi kurikulum yang lebih terstruktur, yang mencakup 
kurikulum umum dan agama. Sebagai contoh, pesantren kini diharuskan 
untuk mengintegrasikan kurikulum Kemendiknas dan Kemenag, yang 
sebelumnya sering kali tidak diakomodasi secara optimal dalam kurikulum 
pesantren. Hal ini berpotensi meningkatkan kualitas pendidikan di pesantren, 
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serta memberikan pengakuan yang lebih besar terhadap ijazah yang 
dikeluarkan oleh pesantren, sehingga setara dengan pendidikan formal lainnya 
(Ghofarrozin & Janah, 2021; Helmiyah et al., 2022; Zibbat & Hariri, 2024). 

Selain itu, UU Pesantren juga berpotensi meningkatkan kemandirian 
ekonomi pesantren. Dengan adanya dukungan hukum, pesantren dapat 
mengembangkan berbagai program pemberdayaan ekonomi yang berbasis 
pada potensi lokal, seperti pertanian dan usaha kecil lainnya (Dewi & Wajdi, 
2023; Iqbal Irfany, 2022). Penelitian menunjukkan bahwa pesantren yang 
mampu mengelola sumber daya ekonomi secara mandiri dapat meningkatkan 
kualitas pendidikan dan kesejahteraan santri (Makki, 2020). Ini juga sejalan 
dengan tujuan UU Pesantren untuk memberdayakan masyarakat di sekitar 
pesantren, sehingga pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga 
pendidikan, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi lokal. 

UU Pesantren juga membawa perubahan dalam kepemimpinan dan 
pengelolaan pesantren. Dengan adanya regulasi yang jelas, pesantren 
diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang lebih baik, 
yang mencakup transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber 
daya (Fanani, 2022). Hal ini penting untuk memastikan bahwa pesantren dapat 
beradaptasi dengan perubahan zaman dan tantangan global yang dihadapi 
(Iskandar, 2023). Selain itu, kepemimpinan pesantren yang inklusif dan 
partisipatif dapat mendorong inovasi dalam pengajaran dan pengembangan 
kurikulum. 

Dalam konteks perubahan sosial dan budaya, UU Pesantren juga 
memberikan ruang bagi pesantren untuk beradaptasi dengan dinamika 
masyarakat modern. Pesantren kini dituntut untuk tidak hanya 
mempertahankan tradisi, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai modern yang 
relevan dengan kebutuhan masyarakat (Iskandar, 2023). Ini mencakup 
pengembangan program-program yang mendukung keterampilan hidup dan 
kewirausahaan bagi santri, sehingga mereka dapat bersaing di dunia kerja 
(Abdullah & Misbah, 2021). Dengan demikian, pesantren dapat berfungsi 
sebagai lembaga yang tidak hanya mendidik, tetapi juga memberdayakan 
santri untuk menjadi agen perubahan di masyarakat. 

Dari perspektif hukum, UU Pesantren memberikan landasan yang kuat 
bagi pengembangan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mandiri dan 
berdaya saing. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan 
pesantren terhadap bantuan eksternal dan mendorong mereka untuk 
mengembangkan sumber daya internal. Dengan demikian, pesantren dapat 
berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan pendidikan dan sosial di 
Indonesia, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitarnya. 

UU Pesantren 2019 tidak hanya mengakui keberadaan pesantren dalam 
sistem pendidikan nasional, tetapi juga memberikan arahan yang jelas untuk 
pengembangan dan pemberdayaan pesantren. Kebijakan ini diharapkan dapat 
memperkuat posisi pesantren sebagai lembaga pendidikan yang relevan dan 
responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan dukungan yang tepat, 
pesantren dapat bertransformasi menjadi institusi yang tidak hanya fokus pada 
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pendidikan agama, tetapi juga berperan aktif dalam pembangunan sosial dan 
ekonomi (Ghofarrozin & Janah, 2021). 

 

3.1 Pendidikan Diniyah Formal sebagai Sub-Sistem Pendidikan Nasional 

Pendidikan Diniyyah Formal (PDF) sebagai sub-sistem pendidikan 
nasional di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang- 
Undang Pesantren. UU ini memberikan pengakuan dan legitimasi terhadap 
keberadaan pesantren dan lembaga pendidikan Islam lainnya dalam kerangka 
pendidikan nasional. Dalam konteks ini, pendidikan diniyyah formal berfungsi 
sebagai jembatan antara pendidikan agama dan pendidikan umum, yang 
diharapkan dapat menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara 
akademis tetapi juga memiliki pemahaman agama yang mendalam (Nasith et 
al., 2023). Dengan demikian, PDF berperan penting dalam membentuk karakter 
dan moralitas peserta didik, yang sejalan dengan tujuan pendidikan nasional 
yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 (Nada et al., 2023; Ramli & 
Mawaddah, 2022). 

Implementasi PDF dalam kerangka UU Pesantren menghadapi berbagai 
tantangan, termasuk integrasi kurikulum yang efektif antara pendidikan 
formal dan diniyyah. Tantangan ini mencakup perbedaan pendekatan 
pedagogis dan kurikulum yang sering kali tidak sejalan. Selain itu, masih 
terdapat stigma bahwa pendidikan madrasah dianggap sebagai pendidikan 
kelas dua, yang dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk memilih 
pendidikan diniyyah formal. Namun, peluang juga muncul dari tantangan ini, 
di mana integrasi yang baik dapat menghasilkan lulusan yang memiliki 
kompetensi di bidang agama dan umum, sehingga dapat berkontribusi lebih 
baik dalam masyarakat (Nasith et al., 2023). 

Pendidikan diniyyah formal juga berperan dalam penanaman nilai-nilai 
multikulturalisme di Indonesia. Melalui pendidikan yang berwawasan 
multikultural, lembaga pendidikan seperti madrasah diniyyah dapat menjadi 
sarana untuk mengajarkan toleransi dan kerukunan antarumat beragama 
(Bahtiar, 2020). Dalam konteks ini, pendidikan diniyyah formal tidak hanya 
berfokus pada aspek religius, tetapi juga pada pengembangan karakter yang 
inklusif dan menghargai perbedaan. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan 
nasional yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial (Nada 
et al., 2023). 

Salah satu tantangan utama dalam implementasi PDF adalah kurangnya 
dukungan dan perhatian dari pemerintah terhadap pengembangan 
infrastruktur dan sumber daya pendidikan di pesantren (Irawati & Susetyo, 
2017). Meskipun UU Pesantren memberikan dasar hukum, implementasi di 
lapangan sering kali terhambat oleh keterbatasan dana dan fasilitas yang 
memadai. Namun, dengan adanya kebijakan yang lebih proaktif dari 
pemerintah, seperti penyediaan dana dan pelatihan untuk pendidik, peluang 
untuk meningkatkan kualitas pendidikan diniyyah formal dapat terbuka lebar. 
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Peluang lain yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan PDF adalah 
kemajuan teknologi dan informasi. Dengan memanfaatkan teknologi, 
pendidikan diniyyah formal dapat menjangkau lebih banyak peserta didik, 
termasuk mereka yang berada di daerah terpencil (Gunawan, 2020). 
Penggunaan platform pembelajaran daring dapat menjadi solusi untuk 
mengatasi keterbatasan fisik dan meningkatkan aksesibilitas pendidikan. 
Selain itu, integrasi teknologi dalam kurikulum pendidikan diniyyah formal 
juga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan keterlibatan siswa. 

Dalam konteks globalisasi, pendidikan diniyyah formal menghadapi 
tantangan untuk tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman 
(Lundeto, 2023). Globalisasi membawa berbagai pengaruh yang dapat 
mempengaruhi nilai-nilai lokal dan tradisional yang dipegang oleh pesantren 
(Qosim et al., 2022). Namun, di sisi lain, globalisasi juga membuka peluang 
untuk kolaborasi internasional dalam bidang pendidikan, yang dapat 
meningkatkan kualitas dan daya saing pendidikan diniyyah formal. Oleh 
karena itu, penting bagi lembaga pendidikan untuk mengembangkan 
kurikulum yang tidak hanya berfokus pada nilai-nilai lokal tetapi juga 
mengakomodasi perspektif global. 

Secara keseluruhan, pendidikan diniyyah formal sebagai sub-sistem 
pendidikan nasional memiliki potensi yang besar untuk berkontribusi 
terhadap pembangunan karakter dan moral bangsa. Dengan dukungan yang 
tepat dari pemerintah dan masyarakat, serta adaptasi terhadap perkembangan 
zaman, PDF dapat menjadi salah satu pilar penting dalam menciptakan 
generasi yang berakhlak mulia dan berpengetahuan luas (Syafe’i, 2017; Zibbat 
& Hariri, 2024). Oleh karena itu, kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk 
pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, sangat diperlukan untuk 
mewujudkan visi pendidikan yang inklusif dan berkualitas di Indonesia. 

 

3.2 Pendidikan Mu’adalah dalam Sistem Pendidikan Nasional 

Pendidikan Mu’adalah memiliki peran penting dalam menjembatani 
nilai-nilai pesantren dengan standar nasional pendidikan di Indonesia. Dalam 
konteks ini, pendidikan Mu’adalah berfungsi untuk mengintegrasikan 
kurikulum pesantren yang kaya akan nilai-nilai keagamaan dengan Standar 
Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini sejalan 
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional yang menekankan pentingnya kualitas pendidikan yang merujuk 
pada standar yang telah ditetapkan (Febriani et al., 2023; Winaryo, 2020). 
Dengan demikian, pendidikan Mu’adalah tidak hanya mempertahankan 
tradisi pesantren, tetapi juga memastikan bahwa lulusan pesantren dapat 
bersaing di tingkat nasional dengan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh 
SNP (Wijayanto et al., 2022). 

Evaluasi efektivitas model pendidikan Mu’adalah di berbagai pesantren 
menunjukkan bahwa implementasi model ini dapat meningkatkan kualitas 
pendidikan. Penelitian menunjukkan bahwa pesantren yang menerapkan 



Pesantren dalam Sistem Pendidikan Nasional: Analisis UU Pesantren 2019 … 

Akhmad Afnan Fajarudin, Akhmad Ihwanul Muttaqin 

122 | Vol 1 No 2 December 2024 

 

 

pendidikan Mu’adalah mampu memenuhi delapan standar nasional 
pendidikan, termasuk standar isi, proses, dan kompetensi lulusan (Cahyono et 
al., 2015; Sumantri et al., 2023). Misalnya, di MTs Al Ihsan Baleendah, 
penerapan standar pendidikan tingkat SMP/MTs menunjukkan hasil yang 
positif dalam hal pengelolaan dan kualitas lulusan (Sumantri et al., 2023). 
Selain itu, akreditasi yang diperoleh oleh pesantren modern seperti As-Suruur 
juga mencerminkan keberhasilan dalam menerapkan pendidikan Mu’adalah 
yang sesuai dengan SNP (Inawati et al., 2023). 

Dalam konteks pengelolaan pendidikan, kepala sekolah dan pengelola 
pesantren berperan krusial dalam memastikan bahwa pendidikan Mu’adalah 
dilaksanakan dengan baik. Manajemen yang efektif, seperti yang ditunjukkan 
dalam penelitian di SMPN 1 Karawang Barat, mencakup penerapan sistem 

reward and punishment serta pelatihan bagi pendidik untuk meningkatkan 
kualitas pengajaran (Siregar et al., 2022; Tanjung et al., 2022). Hal ini sejalan 
dengan prinsip-prinsip manajemen pendidikan yang menekankan pentingnya 
kepemimpinan dalam mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas (Isnaini et 
al., 2023). Dengan demikian, kepemimpinan yang baik di pesantren dapat 
berkontribusi pada keberhasilan implementasi pendidikan Mu’adalah. 

Pendidikan Mu’adalah juga berfungsi sebagai jembatan antara 
pendidikan formal dan non-formal, di mana nilai-nilai agama dan kearifan 
lokal dapat diintegrasikan dalam kurikulum. Pesantren tradisional yang 
mengajarkan kitab kuning dapat beradaptasi dengan kurikulum modern tanpa 
kehilangan identitasnya (Zarkasyi, 2015). Hal ini penting untuk menciptakan 
lulusan yang tidak hanya memiliki pengetahuan akademis tetapi juga 
pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai spiritual dan moral (Wijayanto 
et al., 2022). Dengan demikian, pendidikan Mu’adalah berkontribusi pada 
pembentukan karakter siswa yang seimbang antara ilmu pengetahuan dan 
nilai-nilai agama. 

Namun, tantangan dalam penerapan pendidikan Mu’adalah tetap ada, 
terutama dalam hal konsistensi dan pemenuhan standar nasional. Penelitian 
menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara pelaksanaan 
pendidikan di pesantren dan SNP, yang dapat mempengaruhi kualitas lulusan 
(Kristanti et al., 2023). Oleh karena itu, evaluasi yang berkelanjutan dan 
perbaikan dalam implementasi pendidikan Mu’adalah sangat diperlukan 
untuk memastikan bahwa pesantren dapat memenuhi standar yang ditetapkan 

(Darmayanti & Wibowo, 2014). Model evaluasi seperti CIPP (Context, Input, 
Process,  Product)  dapat  digunakan  untuk  menilai  efektivitas  program 
pendidikan Mu’adalah secara komprehensif (Hasibuan et al., 2023). 

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pendidikan Mu’adalah, 
kolaborasi antara pesantren dan lembaga pendidikan formal perlu 
ditingkatkan. Kerjasama ini dapat menciptakan sinergi yang positif dalam 
pengembangan kurikulum dan metode pengajaran yang lebih relevan dengan 
kebutuhan zaman (Rizqi et al., 2020). Selain itu, dukungan dari pemerintah 
dalam hal pembiayaan dan kebijakan pendidikan juga sangat penting untuk 
memastikan keberlangsungan pendidikan Mu’adalah di pesantren (Febriani et 
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al., 2023; Raharjo, 2014). Dengan adanya dukungan yang memadai, pendidikan 
Mu’adalah dapat berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan 
terhadap sistem pendidikan nasional. 

Pendidikan Mu’adalah memiliki potensi besar untuk menjembatani nilai- 
nilai pesantren dengan standar nasional pendidikan. Melalui evaluasi yang 
tepat dan manajemen yang efektif, pendidikan Mu’adalah dapat berkontribusi 
pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan demikian, 
penting bagi semua pihak untuk berkolaborasi dalam mengembangkan dan 
menerapkan model pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat 
dan tuntutan global (Nurdin et al., 2021). Keberhasilan pendidikan Mu’adalah 
tidak hanya akan menghasilkan lulusan yang berkualitas, tetapi juga individu 
yang memiliki karakter yang kuat dan mampu berkontribusi positif bagi 
masyarakat. 

 

4. Hubungan antara PDF, Pendidikan Mu’adalah dan Sistem Pendidikan Nasional 
Hubungan antara Pendidikan Mu’adalah, PDF (Pendidikan Formal dan 

Nonformal), dan Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia mencerminkan 
integrasi yang kompleks dan saling menguntungkan. Pendidikan Mu’adalah, 

yang mengacu pada pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam 
dengan kurikulum formal, berperan penting dalam memperkaya sistem 

pendidikan nasional. Dalam konteks ini, kolaborasi antara pendidikan formal 
dan nonformal menjadi sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar 
yang inklusif dan holistik. 

Pendidikan Mu’adalah dapat berfungsi sebagai jembatan antara 
pendidikan formal dan nonformal, dengan mengedepankan nilai-nilai moral 
dan etika yang penting dalam pembentukan karakter siswa. Penelitian 
menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara pendidikan dan 
perilaku positif, seperti perilaku hidup bersih dan sehat, yang dapat 
ditingkatkan melalui pendekatan pendidikan yang integratif (Dwi Astuti & 
Suryani, 2018). Dengan demikian, pendidikan Mu’adalah dapat memperkuat 
karakter siswa dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan di 
masyarakat. 

Integrasi antara PDF dan sistem pendidikan nasional juga memiliki 
implikasi signifikan terhadap kebijakan pendidikan di masa depan, terutama 
dalam konteks pesantren. Pesantren sebagai lembaga pendidikan nonformal 
memiliki potensi untuk berkontribusi pada pengembangan kurikulum 
nasional yang lebih inklusif. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan yang 
baik dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan individu, yang pada 
gilirannya dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat (Yulianto et al., 
2019). Melihat hal tersebut, kebijakan pendidikan yang mendukung kolaborasi 
antara pesantren dan institusi pendidikan formal dapat menghasilkan lulusan 
yang lebih kompetitif dan siap menghadapi tantangan global. 

Lebih lanjut, kebijakan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan 
Mu’adalah dan PDF dapat membantu mengatasi ketimpangan pendidikan 
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yang ada di Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan 
signifikan antara pendidikan dan status sosial ekonomi, yang berpengaruh 
pada akses terhadap pendidikan berkualitas. Dengan mengadopsi pendekatan 
yang lebih inklusif, diharapkan pesantren dapat berperan dalam 
meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang beruntung, 
sehingga menciptakan kesetaraan dalam pendidikan. 

Dalam konteks masa depan pesantren, penting untuk mengembangkan 
kurikulum yang tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga pada 
pengembangan karakter dan keterampilan praktis. Hal ini sejalan dengan 
penelitian yang menunjukkan bahwa hubungan yang baik antara guru dan 
murid dapat meningkatkan hasil belajar. Dengan demikian, penguatan 
hubungan ini di pesantren dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih 
produktif dan mendukung perkembangan karakter siswa. 

Kolaborasi dan integrasi antara PDF, Pendidikan Mu’adalah, dan sistem 
pendidikan nasional memiliki potensi besar untuk menciptakan sistem 
pendidikan yang lebih baik di Indonesia. Kebijakan pendidikan yang 
mendukung integrasi ini akan berkontribusi pada masa depan pesantren yang 
lebih cerah dan berdaya saing, serta meningkatkan kualitas pendidikan secara 
keseluruhan. 

 

5. Kesimpulan 

Pesantren, melalui kerangka UU Nomor 18 Tahun 2019, secara resmi 
diakui sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional di Indonesia. 
Pendidikan Diniyyah Formal (PDF) dan Pendidikan Mu’adalah yang 
diselenggarakan pesantren menjadi dua bentuk pendidikan yang memiliki 
kesetaraan dengan pendidikan formal lainnya. Temuan penelitian ini 
menunjukkan bahwa pesantren tidak hanya menjadi lembaga pendidikan 
berbasis agama, tetapi juga berperan strategis dalam mencetak sumber daya 
manusia yang kompeten dan berbudi pekerti luhur sesuai nilai-nilai Islam. UU 
Pesantren 2019 memiliki relevansi yang signifikan dalam memperkuat 
eksistensi dan peran pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Kebijakan 
ini memberikan landasan hukum untuk pengakuan formal terhadap model 
pendidikan pesantren, termasuk PDF dan Mu’adalah, sehingga dapat 
berintegrasi dengan standar pendidikan nasional. Namun, implementasi 
kebijakan ini masih menghadapi tantangan, seperti kebutuhan akan 
standarisasi kurikulum, akreditasi, dan penguatan kapasitas kelembagaan 
pesantren. 

Untuk pembuat kebijakan, diperlukan penguatan regulasi yang 
mendukung implementasi UU Pesantren, termasuk penyediaan insentif, 
pendanaan yang memadai, dan pendampingan teknis bagi pesantren dalam 
melaksanakan Pendidikan Diniyyah Formal dan Pendidikan Mu’adalah. Bagi 
pengelola pesantren, optimalisasi kedua model pendidikan ini dapat dilakukan 
dengan memadukan nilai-nilai pesantren dengan standar kurikulum nasional, 
serta  meningkatkan  kapasitas  tenaga  pendidik.  Penelitian  selanjutnya 



Pesantren dalam Sistem Pendidikan Nasional: Analisis UU Pesantren 2019 … 

Akhmad Afnan Fajarudin, Akhmad Ihwanul Muttaqin 

Vol 1 No 2 December 2024 | 125 

 

 

disarankan untuk melakukan studi empiris tentang implementasi UU 
Pesantren, khususnya dalam aspek keberhasilan dan kendala yang dihadapi di 
berbagai pesantren, untuk memberikan wawasan lebih mendalam dan relevan 
bagi pengembangan kebijakan dan praktik pendidikan pesantren di masa 
depan. 
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